WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA SAMARINDA

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

: a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67
Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk
melaksanakan strategi pembangunan dengan
mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi
integral dari perencanaan, penyusunan pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan di daerah;

. bahwa sesuai dengan Peraturan daerah Kota Samarinda

Nomor 2 tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Daerah, Pokja PUG diamanatkan untuk
menyusun Rencana Aksi daerah Pengarusutamaan gender di
daerah:;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam hurufadan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender
Kota Samarinda Tahun 2023-2027;

.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah
Laut, Daerah Tingkat Il Tapin, dan Daerah Tingkat Il Tabalong
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II



10,

11,

12,

di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421});

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
lembaran Negara Republik 4817);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020
tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda tahun 2020
Nomor 13);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH

PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA SAMARINDA TAHUN 2023-
2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

2,
3.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kota Samarinda.
Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung

Jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah
oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah
strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi
integral dari perencanaan, penyusunan pelaksanaan, pemantauan, dan
evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender vang selanjutnya disebut

RANDA PUG merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam
upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender
menjadi satu kesatuan dimensi integral.

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan
untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar
mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial
budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil
pembangunan.

. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami

pembagian kerja/peran laki-laki den perempuan, akses kontrol terhadap
sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam  proses
pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara
laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanannya
memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosiai, ras, dan suku bangsa.
Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai
kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian
pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan
perempuan dan laki-laki.

Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah penggunaan atau pemanfaatan
anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mecapai
kesetaraan dan keadilan gender.

Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai
kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya
masing-masing.

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja
PUG adalah wadah konsultasi bagi pekaksana dan penggerak
pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.




13. Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kota Samarinda,
selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Samarinda yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu)
tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

BAB 11
KEDUDUKAN
Pasal 2

RANDA PUG merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman arah
pengembangan pengarusutamaan gender agar selaras dengan pembangunan visi
dan misi Kota Samarinda dengan materi muatan:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan;

c. pemantauan; dan

d. evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

BAB I1I

TUJUAN

Pasal 3
Tujuan pengaturan RANDA PUG adalah untuk;

a. sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan
dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
pembangunan yang responsif gender;

b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah
untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses,
partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari
pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan
gender ; dan

¢. memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi di Kota Samarinda dalam
mengimplementasikan strategi PUG,

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4
(1) RANDA PUG Kota Samarinda disusun dengan sistematika penulisan sebagai
berikut:
BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 11 ANALISA SITUASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA
SAMARINDA

BAB 1II RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER
BAB IV PENUTUP

(2) RANDA PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
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BAB V
PEMANTUAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda selaku
ketua Pokja PUG, bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Samarinda, Inspektorat Kota Samarinda dan Badan
Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah selaku driver PPRG melakukan

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RANDA PUG Kota Samarinda secara
berkala.

(2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama
dengan perguruan tinggi, unsur non pemerintah

(3) Pemantauan RANDA PUG dilakukan setiap 6 bulan sekali

(4) Evaluasi RANDA PUG dilakukan setiap 1 tahun sekali.

(S5) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RANDA PUG dilaporkan kepada
Wali Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 Januari 2023
WALI KOTA SAMARINDA,
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BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 392




LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR | TAHUN 2023

TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA
SAMARINDA TAHUN 2023-2027

BABI
PENDAHULUAN

A_ Latar Belakang

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan
perspektif gender dalam pembangunan, mulai dari proses perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pemantauvan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan
pembangunan yaitu pembangunan yang lebih adil bagi laki-laki dan perempuan
Kesctaraan gender dapat dilakukan dengan mengurangi kesenjangan/isu antara laki-laki
dan perempuan dalam mengakses dan melakukan kontrol atas sumber daya
pembangunan, berpartisipasi dan menerima manfaat dari kebijakan dan program
pembangunan,

Pembangunan responsif gender menjadi mandat yang harus dilaksanakan baik
di tingkat Nasional maupun Daerah. Instruksi presiden No. 9 tahun 2000, Undang
Undang No. 17 tahun 2007 temtang RPJPN 2005-2025 dan dijabarkan dalam RPIJMN
2005-2009, RPJMN tahun 2010-2014, RPJMN tahun 2015-2019 dan RPJMN tahun
2020-2024 menjadi landasan hukum bagi penerapan strategi pengarusutamaan gender
(PUG) di Indonesia. Bersama dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, modal sosial
dan budaya serta transformasi digital, gender menjadi satu dari empat (4) arus utama
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPIMN) tahun 2020-2024.

CGambar. 1

Tema, Prioritas, Pengarusutamaan dan Kaidah RPJMN Tahun 202 1-2026
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Implementasi  strategi  PUG  tercermin  dalam output dan outcome
program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan yang berdampak pada perbaikan kondisi
dan relasi antara laki-laki dan perempuan. Strategi PUG dilakukan dengan pendekatan
twin track approach, diterapkan dalam kebijakan yang strategis maupun praktis, dan
diintegrasikan dalam program/kegiatan vyang spesifik maupun sensitif gender.
Program/kegiatan spesifik gender adalah program/kegiatan yang bersifat khusus
menyasar kepada kelompok gender tertentu, sementara yang sensitif gender adalah
program/kegiatan secara umum yang disusun dan diumplementasikan dengan
mempertimbangkan kesenjangan gender vang ada Kesenjangan gender adalah masih
ditemukannya perbedaan dalam hal akses, partisipasi, kontrol ataupun manfaat
pembangunan yang masih dirasakan oleh kelompok gender tertentu, baik laki-laki
maupun perempuan dan keterkaitannya dengan stratifikasi sosial lamn seperti disabilitas,
usia, status perkawinan, status ekonomi, geografis dan lmin sebagainya.

Ciambar. 2
Kerangka piker PUG dalam pembangunan
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Pemerintah kota Samarinda memiliki komitmen yang tinggi dalam mencapai
kesetaraan gender. Komitmen tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang telah
ditetapkan pada tahun 2020. Peraturan daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Perda tersebut memastikan
bahwa dalam gender harus diintegrasikan dalam setiap tahapan pembangunan dan
tercermin dalam setiap dokumen perencansan pembangunan daersh dan dokumen
perencanaan Perangkat Daerah.

RPIMD kota Samarinda Tahun 2021-2026 mengangkat visi “TERWUJUDNY A
SAMARINDA SEBAGA!I KOTA PUSAT PERADABAN". Visi tersebut selanjutnya
dijabarkan dalam 5 (lima) misi sebagai berikut:

1) Mewwjudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya;
2) Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan




berkeadilan;
3) Mewujudkan pemenntahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebaskorupsi;
4) Mewwjudkan infrastruktur yang mantap dan modem;
5) Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestan.

Untuk mencapai visi tersebut pemerintah kota Samarinda berfokus pada
pembangunan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan tata Kelola
pemerintah vang efektif sebagaimana dalam gambar 3. Peningkatan kualitas SDM ini
juga terkait dengan salah satu dari 7 prasyvarat PUG yaitu SDM vyang berkualitas dan
kompeten dalam melakukan telaah gender dan menyusun kebijakan/program/kegiatan vang
responsif gender.

Crambar. 3
Fokus RPJMD Tahun 2021-2026
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Sebagai langkah percepatan pencapaian kesetaraan gender, pemenntah kota
Samarinda Menyusun Rencana Aksi daerah (RANDA) PUG. RANDA PUG i
merupakan mandat dari Perda kota Samarinda No. 2/2020 tentang PUG dalam
Pembangunan Daerah , Pasal 12-h yang berbumyi pokja PUG daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) mempunyai tugas menyusun rencana aksi daerah
(RANDA) PUG di dacrah. RANDA PUG dimaksudkan untuk menjadi panduan
pemerintah daerah baik Perangkat Daerah maupun stakeholder terkat dalam
mengintegrasikan gender dalam kebijakan/program/kegiatan

. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG Kota Samarinda

diantaranya adalah:

1. Sebagai panduan, arahan didalam menyusun kebijakan, program dan
kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring—evaluasi

(monev) pembangunan yang responsif gender.



2. Mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan
terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki dari beragam
stratifikasi  sosial memperoleh akses, dapat berpartisipasi,
mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari
pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan

kesetaraan gender.

3. Memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi di kota
Samarinda dalam mengimplementasikan strategi PUG.

C. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Aksi Daerah PUG Kota Samarida adalah sebagai berikut :

Bab | PENDAHULUAN

Bab 11 ANALISA SITUASI PUG DI KOTA SAMARINDA
Bab [I1 RENCANA AKSI

Bab IV  PENUTUP




BAB I
ANALISA SITUASI PUG DI KOTA SAMARINDA

A. Gambaran Umum Kota Samarinda
Cambar 4 Kota Samarinda dengan jumlah penduduk

[hato hepevchidiekan Koty Somorowde Todwn 2021

mencapai 831460 jiwa'tersebar di 59
Kelurahan, dengan komposisi berdasarkan
jenis kelamin sebanyak 50,77% laki-laki dan
49.23% perempuan. Bila dilihat dalam
kategori kelompok umur, 24% penduduk
anak usia 0-14 tahun, 72% usia produktf
(15-64 tahun) dan penduduk diatas 65 tahun

- !'_: - atau lansia mencapai 4%.
i Sox IE "Jsgﬂ" m Perbandingan penduduk menurut kelompok
oy usia dan jenis kelamin terlihat sebagaimana
dalam gambar 4. .

Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin kota Samarinda sebanyak 42,840
jiwa, tingkat kemiskinan mencapai 4,99%. dengan gini rasio 0,322, Kesenjangan
pengeluaran antar penduduk cukup tinggi, meskipun dan tahun 2019 memperlihatkan
konsistensi penurunan namun gini rasio kota Samarinda termasuk 5 besar di provinsi
Kalimantan Timur. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki 78,84% dan
perempuan 49,12%, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) laki-laki 8,61% dan
perempuan 7.40%

B. Capaian Indikator Gender Kota Samarinda Tahun 2021

Kesetaraan gender diukur dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) vang
merupakan perbandingan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan
dibanding IPM laki-laki. Indeks Pembangunan Manusia vang menggambarkan kondisi
kesejahteraan manusia disusun dari 4 komponen penyusun yang diukur dan aspek
ckonomi, keschatan dan pendidikan. Selain IPG, kesetaraan gender juga dinilai dani
Indeks Pemberdavaan Gender (IDG) vang menggambarkan partisipasi perempuan
dalam pengambilan keputusan, dan ekonomi. Pada tahun 2021, IPG dan IDG kota
Samarinta terlihat pada Gambar 4 berikut :

! Kota Samarinda dalam Angka tahun 2022, BPS Kota samarinda
* Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Samarinda tahun 2021, BPS Kota Samarinda




Gambar. 5
Capaian IPG dan IDG Kota Samarinda Tahun 2021
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Berbagai upaya dilakukan mula dan adanya regulasi terkait PUG juga
kebijakan yang mendukung. Upaya mendorong kesetaraan gender di kota Samarinda
juga telah mendapatkan pengakuan dengan diraithnya penghargaan Anugerah Parahita
Ekapraya (APE) kategon Pratama. Penghargaan ini memperlihatkan komitmen
pemerintah kota Samarinda memiliki komitmen yang tinggi terkait Pengarusutamaan
Gender. Disi lain. data-data diatas memperlihatkan bahwa capaian indikator gender
kota Samarinda masih berada dibawah rata-rata nasional. Hal im memperlihatkan
masih adanya kesenjangan atau isu gender yang menjadi tantangan bagi pemerintah
kota Samarinda dalam mendorong kesetaraan gender.

. Isu Gender Kota Samarinda

Pemerintah kota Samarinda telah mengidentifikasi isu strategis daerah
sebagaimana dituliskan dalam dokumen RPJMD kota Samarinda, keterkaitan antara
permasalahan pokok dan isu strategis tergambar dalam tabel |

Tabel. |
Keterkattan antara permasalahan pokok dan isu strategis dalam REJMD Kora Samarinda Tahun
2021-2026
Permasalahan Pokok Isu Strategis
Pelaksanaan reformasi birokrasi | Reformasi birokrasi pemerintah dan
belum menyentuh seluruh area penguatan SDM aparatur

Pembangunan  sumber daya | Pembangunan yang merata dan responsif
manusia belum merata untuk | gender

mewujudkan masyarakat unggul Lonjakan pertumbuhan penduduk sebagai
dampak dari terbangunnya IKN
(Samarinda sebagai kota penyangga IKN)
Penanggulangan kemiskinan

Penanganan covid 19

Belum terwujudnya sektor | Stabilisasi ketahanan pangan
ekonomi yang mendukung Peningkatan iklim investasi yang kondusif
untuk mendorong tumbuh dan




ekonomi kerakyatan dan | berkembangnya UMKM, industri rumah
menciptakan daya saing tangga dan Industri Kecil Menengah (1KM)

Pengembangan destinasi wisata baru baik
yang bersumber dari alam maupun buatan
Infrastuktur dan perhubungan
Peningkatan pendapatan asli daerah
Pembangunan lingkungan belum | Peningkatan pengelolaan lingkungan
menggambarkan Samarinda kota | untuk mereduksi pemanasan global
TEPIAN Optimalisasi penanggulangan banjir
Penyediaan sarana dan prasarana
pelayanan dasar terkait ketersediaan air
minum, air limbah, persampahan dan
drainase lingkungan

Penanganan kawasan kumuh

Penguatan kota Samarinda sebagai Kota
Cerdas (Smart City)

Pencegahan dan penanggulangan bencana

Dari perspektif gender, isu strategis daerah diatas memperlihatkan adanya isu
strategis spesifik gender dan isu strategis sensitif gender. Rumusan isu strategis daerah
diatas juga menyiratkan isu yang terkait dengan pencapaian SDGs. Isu gender pada
beberapa sektor kunci yang masih ditemukan di kota Samarinda antara lain

¢ Pada sektor pendidikan, sebagaimana discbutkan dalam RPIMD kota samarinda

tahun 2021-2026 bahwa permasalahan pada sektor pendidikan adalah kualitas

pelayanan pendidikan belum maksimal, yang disebabkan oleh :

1) Kualitas sarana dan prasarana yang lengkap dan layak untuk proses belajar
mengajar belum merata.

2) Belum semua sarana pendidikan formal dan non formal menerapkan teknologi
secara optimal dalam proses belajar mengajar.

3) Akses pendidikan bagi siswa miskin dan berkebutuhan khusus masih perlu
ditingkatkan.

4) Rasio guru terhadap siswa masih belum mampu memenuhi proses belajar

Mengajar yang nyaman.

Pada tahun 2021, data rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan kota
Samarinda pada tahun 2021 masih memperlihatkan kesenjangan yang cukup tinggi
dimana rata-rata lama sekolah laki-laki adalah 10,85 tahun sementara perempuan
masih |1 tingkat dibawahnya yaitu 9,97 tahun. Hal ini meneguhkan bahwa akses
pendidikan bagi siswa miskin dan berkebutuhan khusus (pendidikan inklusi) masih
terbatas dan perlu ditingkatkan.

* Pada scktor kesehatan, pemasalahan yang discbutkan dalam RPIMD kota
samarinda tahun 2021-2026 adalah pelayanan kesehatan belum optimal ke seluruh
wilayah. Hal ini disebabkan karena:




1) Belum meratanya jumlah sarana/fasilitas/jaringan dan kualitas pelayanan
kesehatan.

2)  Masih ditemukannya kasus kematian ibu dan bayi, serta gizi kurang

3)  Masih ditemukannya kasus stunting

4) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan perilaku hidup bersih
dan sehat (PHBS) serta menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan

5) Minimnya perluasan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin
dengan lebih proaktif.

Dalam diskusi terfokus penyusunan RANDA PUG, disebutkan bahwa smunting
menjadi isu strategis Dinas Kesehatan. Data prevalensi stunting kota Samarinda
berdasarkan survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021 sebesar 21,6%.
Data keluarga yang berisiko stunting sebanyak 51035 dari 168485 atau scbesar
30,29%’. Selain stunting, kesehatan anak juga terlihat dari data bayi gizi buruk
ataupun bayi berat badan lahir rendah (BBLR). Pada tahun 2021 terjadi peningkatan
jumlah bayi BBLR dan bayi dengan gizi buruk. Kondisi ini sangat mungkin
merupakan dampak Pandemi covid 19. BBLR dan gizi buruk berkorelasi dengan
umur harapan hidup dan risiko menjadi stunting. Untuk itu perlu penanganan yang
komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak. Disamping dukungan makanan
tambahan dan instansi terkait, edukasi tentang kesehatan bayi-balita dan peran serta
ayah dan keluarga menjadi kunci bagi upaya perbaikan keschatan bayi dan ibu
dengan bayi BBLR maupun gizi buruk.
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Crambar 6
Jumlah bayi BBLR - gizi buruk
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Pada sektor air dan sanitasi, pemenuhan layanan dasar air minum dan pengelolaan
sanitasi (air imbah, persampahan, dan drainase lingkungan) menjadi hal vang sangat
penting di era sekarang ini, karena secara langsung akan mempengaruhi kualitas
hidup manusia dan juga lingkungannya. Pemenuhan kebutuhan air minum vang
layak dan aman akan meningkatkan taraf hidup dan tingkat kesehatan masyarakat.
Sementara itu, pengelolaan sanitasi secara baik akan mencegah pencemaran
lingkungan terutama pencemaran sumber air baku, vang dapat berpotensi
menurunkan tingkat kesehatan masvarakat itu sendiri. Penting untuk melihat
bagaimana keluarga miskin dan masyarakat yang secara geografis jauh dari sumber
air bersih memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi. Data BPS memperlihatkan
bahwa persentase rumah tangga perempuan dalam mendapatkan akses air bersih
lebih rendah dibanding laki-laki, begitupun perbedaan tingkat kesejahteraan dan
pendidikan, memperlihatkan bahwa semakin rendah pendidikan yang ditamatkan,
semakin rendah akses terhadap air bersih .

Crambar 7
akses air bersth menurut jenis kelamin, kuintil pengelluaran dan tingkat pendidikan
KRT
Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Sumber
Tabel 5.5 Ajr Utama yang Digunakan Rumah Tanggs untuk Mandi/Cuci/dil,
021

Sumber Alr Utama untuk Mandl/Cucl/dil

Karakteristik Adr Sumur Sumur) Mats e Jumlah
kemasan/ Leding bor/ Mata air tdak Lainnya*
Isi terfindung
ulang Pompa firsch
(1} 4] (3) (4} (5] (&) 7}
Jenis Kelamin KRT
Lavci-Tabch 0.00 86.39 6.51 1.47 0.00 86.39 6.51
Parempuan 0.00 83.00 11.67 1.92 0.00 83.00 11.67
Kuintil Pengeluaran

A0 Persen Tertarsh 0.00 77.69 11.43 1.98 0.00 77.69 11.43
&0 Porsen Tergsh 0.00 87.87 5.61 2.15 0.00 87.87 561
20 Porsen Teratas 0.00 8250 4.73 0.02 0.00 92.90 4.73

Pendidikan Tertinggl KAT
50 ke bawah 0.00 76.29 936 151 0.00 76.29 9.36
SMP ke atas 0.00 B89.61 6 45 077 0.00 B9.61 6. 45
Satrinrlretls 0.00 85.90 7.26 1.53 0.00 8590 7.26

*Lainnya termasuk air permukaan (sungal, danau, waduk. kalam, irigasi), air hujan, dil



e Pada scktor legalitas, masih ditemukan isu masih rendahnya kepemilikan akta
kelahiran terutama pada kelompok penduduk 40% berpendapatan ke bawah dimana
pada tahun 2018 hanya 39,1% yang memiliki akta kelahiran. Kepemilikan akta
kelahiran ini  jika dilihat dani tingkat pendidikan kepala rumah tangga
memperlihatkan bahwa semakin rendah tingkat pendidikan semakin rendah
kepemilikan akta kelahiran. Data kepemilihan akta pada kepala rumah tangga
dengan pendidikan SD ke bawah hanya 8526 % jauh dibawah kepemilikan akta
pada kepala rumah tanggah dengan pendidikan SMP keatas vyang mencapai
94,29%."

* Pada sektor ketahanan pangan, dalam dokumen RPJMD disebutkan bahwa

1) Masih terdapat prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat
berdasarkan skala pengalaman kerawanan pangan.

2) Masih ditemukan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan.

3) Ketersediaan pangan melalu pengembangan pangan lokal masih kurang,

4) Pola konsumsi masyarakat yang masih bergantung pada beras dan tenigu,

5) Konsumsi pangan masyarakat belum mencerminkan gizi seimbang.

6) Ketersedian cadangan pangan masih tergantung dengan daerah lain.

7) Belum berkembangnya industri vang berbasis bahan pangan lokal untuk
mendukung keanekaragaman pangan.

8) Kurangnya pengetahuan atau teknologi untuk pengujian pangan schat, segar dan
halal, dimana sertifikasi halal dan juga pengujian pangan schat yang terkait
dengan ijin PIRT/BPOM menjadi prasyarat bagi UKM/KM untuk dapat
memasarkan produknya dilevel nasional maupun ekspor

e Sektor pengurangan risiko bencana. terdapat berbagai jenis ancaman bencana
alam di kota Samarinda, dengan mayoritas kejadian bencana adalah banjir, tanah
longsor, kebakaran hutan, pembalakan, angin terjadi 126 kasus kebencanaan di kota
Samarinda, antara lain banjir, tanah longsor dan kebakaran.® Terkait dengan risiko
bencana, penting untuk melihat bagaimana akses dan pengetahuan perempuan, anak,
lansia dan difabel terhadap informasi upava penyelamatan din disaat bencana.
Pengetahuan dan keterampilan tersebut akan sangat bermakna dalam penaggulangan
dan kesiapsiagaan bencana, termasuk dalam penyediaan data terpilah terkait
kebutuhan spesifik setiap kelompok ketika diperlukan adanya distribusi bantuan

bencana

e Sektor pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak

* statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Samarinda tahun 2021, BPS
* Kata Samarinda datam Angka Tahun 2022, BPS




Kasus kekerasan kota Samarinda tertinggi di Kaltum, dimana pada tahun 2021
tercatat 173 kasus terlapor® sementara kasus perkawinan dini kota Samarinda
tertinggi di kabupaten/kota di Indonesia.’ Kasus kekerasan seksual, kekerasan fisik
dan psikis menjadi 3 besar kasus kekerasan di kota Samarinda.
hmian Anggota DORD Terkait dengan partisipasi perempuan  dalam
AR £ay pengambilan kebijakan publik, data perempuan yang
:H'&ng !"!* menjadi anggota dewan adalah 7 dan 45 orang , atau
: ' 15,55%", sementara perempuan vang menduduki
jabatan (data perempuan yang menduduki jabatan
eselon memperlihatkan bahwa semakin tinggi eselon,
semakin  kecil persentase perempuan  yang
Gambar 2 perbandingan anggote dews  Menduduki jabatan tersebut. Padahal jika melihat
TR data jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan,
PNS perempuan dengan tingkat pendidikan diploma- sarjana/doktor jumlahnya lebih
tinggi dibanding dengan laki-laki (gambar 9). Perlu kajian lebih lanjut hal ini terkait
akses yang terbatas pada permpuan atau karena aspek intemal permpuan yang
menjadi hambatan untuk menduduki jabatan di eselon 2 dan 3.

Crambar 9
Jumlah Pegawai menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan
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* Sektor ekonomi - ketenagakerjaan, sebagaimana tampak pada tabel 2, pekerja
tidak dibayar, dari total 393.454 penduduk usia diatas 15 tahun yang bekerja selama
seminggu 8,7% merupakan pekerja tidak dibayar, dengan perbandingan 30,8% laki-
laki dan 69,2% perempuan.

ﬁhlfj‘_:_:_'_.‘;_p_i.:!_l_!l_l_k_ﬂ_- id /berita-terkinifwall-kota-samarinds-and|-harusn-nyatakan-perang-terhadap-
kekerasan-dan-diskriminasi-terhadap-anak/

rhup:.-.r,fnnm samarindakota.go. d/berita/kesehatan/rembug-stunting-kota-rusmadi-ajak-
berkolaborasi-bukan-kedepankan-ego

* Kota Samarinda Dalam Angka tahun 2022, BPS




Data BPS memperlihatkan bahwa, ada beberapa pekerjaan dimana partisipasi
laki-laki jauh diatas perempuan dan hanya ada satu pekerjaan utama dimana jumlah
perempuan diatas laki-laki yaitu sektor No. 9 jasa Kemasyarakatan, sosial, dan
perorangan. Lapangan pekerjaan utama yang paling banyak menyerap tenaga kerja
laki-laki dan permpuan adalah sektor No. 6 yaitu perdagangan besar, eceran, rumah
makan, dan hotel. Dua lapangan kerja utama dengan kesenjangan partispasi laki-laki
dan permpuan adalah sektor bangunan (5) dan tambang (2).

Tabel 2

Jumlah Pekerja menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin

m (L]
1 16 835 7908 24743

1 16 061 219 16 280

3 157 9245 15024

4 5 1842 1633

5 24941 193 25138

] 76113 nny 149 832

7 29 265 ADES nm

-] 13718 433 18 041

9 46 511 46 903 93434

UMKM merupakan salah satu implementasi ekonomi kerakyatan di kota
Samarinda yang perkembangannya sangat positif, tercatat pertumbuhan tahun 2019
sebesar 4,20% untuk usaha mikro, 2,09% usaha kecil, dan 1,36% usaha menengah.
Selain itu, UMKM juga merupakan unit usaha yang turut menggerakkan sektor jasa
dan perdagangan di kota Samarinda. Data UMKM kota samannda tahun 2021
sebanyak 158.624, UMKM imi mayoritas dikelola oleh perempuan. Beberapa
produk usaha UMKM kota Samarinda juga telah merambah pasar manca negara.
MNamun kedua sektor tersebut masih belum memperlihatkan komoditi vang
menggambarkan unggulan kota Samarinda, vang nantinva akan mendorong
tumbuhnya UMKM untuk bergerak di komoditi tersebut. Identifikasi komoditi
unggulan imilah yang harus dilakukan oleh pemerintah kota Samarinda unfuk
mendorong daya saing ekonomi daerah. Selain itu dukungan penyedia modal dalam
mendorong peningkatan produktifitas UMKM juga masih perlu ditingkatkan. Akses
pada modal ini seringkali terhambat pada persoalan skema jaminan dimana
kepemilikan aset seringkali tidak atas nama perempuan sebagai pelaku UMKM.
Digitalisasi juga menjadi tantangan lain bagi perempuan pelaku UMKM, dimana
literasi digital perempuan pelaku usaha masih rendah dan perlu ditingkatkan Data
BPS menyebutkan bahwa persentase penggunaan gadger pada laki-laki  yaitu
92,59%, angka ini lebih tinggi dibanding perempuan yang hanya 88,28%, begitupun
akses pada internet, laki-laki 77,16% sementara hanya 71,09% perempuan yang
mengakses intenet. Tingkat pendidikan Kepala rumah tangga (KRT) juga



mempengaruhi penggunaan gawai baik laptop/computer/handphone, dimana kepala
rumah tangga dengan tingkat pendidikan SD kebawah lebih rendah dibanding KRT
dengan tingkat pendidikan SMP keatas. Semakin miskin penggunaan gawai dan
akses pada intemet juga semakin rendah. Pada kuintil pengeluaran 40 Persen
terbawah penggunaan gawai 89.28% dan akses internet 67.67% sementara pada
20% kuintil teratas penggunaan gawai 97,94% dan akses pada internet mencapai
91%.”

Terkait dengan akses modal, identifikasi capaian tujuan pembangunan
berkelanjutan terkait dengan industi kecil mengidentifikasi bahwa di kota
Samarinda terkait dengan proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit masih
sangat rendah yaitu di angka 1,36% di tahun 2018 dan 1,15% di tahun 2019,

Industri hilir untuk komoditi pertanian bisa menjadi salah satu langkah tepat
untuk meningkatkan nilai tambah pertanian. Namun hingga saat ini, industri hilir
belum dikelola dengan bak oleh pemenntah kota Samarinda, sehingga hasil
penjualannya pun masih belum mampu bersming Sedangkan panwisata sendin
masih belum mampu menempati sektor yang strategis di kota Samarinda. Saat ini
dominasi kunjungan ke kota Samarinda dilakukan paling banyak pada wisata religi,
wisata buatan dan wisata susur.

* Sektor penyelenggaran pemerintah yang akuntabel dan berintegritas,
sebagaimana disebutkan dalam RPIJMN Kota Samarinda tahun 2021-2026,
Reformasi Birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi pemerintah vang profesional
dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN,
mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-
nilai dasar dan kode etik aparatur negara, tentu hal tersebut harus didukung dengan
penguatan SDM aparatur baik finansial maupun mental. Di dalam kapan lingkungan
hidup strategis (KLHS) RPJMD isu strategis terkait hukum dan tata kelola adalah
terkait penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.

Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas tentu crat
kaitannya dengan bagaimana sistem tata kelola pemerintahan dibuat dan
dilaksanakan. SDM menjadi kunci bagaimana sistem tersebut dala diterapkan dalam
pengelolaan sumber daya pembangunan. Isu reformasi birokrasi dan peningkatan
kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi isu penting dan menjadi fokus
pembangunan kota Samarinda tahun 2021-2026.

? Statistik kesejahteraan Rakyat Kota samarinda Tahun 2021, BPS



D. Pemlaian Mandin (self assessment) 7 (Tujuh) Prasvarat PUG
Untuk mengukur tingkat pemahaman dan implementasi PUG, telah dilakukan
self assessment kepada para pihak yang relevan. Hasil self assessment yang dilakukan
pada kegiatan Penyusunan rencana aksi daerah Pengarusutamaan gender kota
Samarinda bulan Juli 2022 yang melibatkan 40 orang baik OPD maupun para
pemangku kepentingan (stakeholder) terkait pengarusutamaan gender terlihat pada
grafik-grafik berikut.

1. Menurut &nda bagaimana Komitmen pimpinan dan stal terhadan PUG
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Dari dua grafik diatas nampak bahwa 48,7% responden menganggap
komitmen pimpinan berada pada level cukup yaitu 20%, 5% tinggi , 10,3 % sangat
tinggi . Meski begitu 20,5% responden masih menilai komitmen masih kurang.
Begitupun pada kebijakan terkait PUG kota samarinda dianggap 57,5% menganggap
cukup dan 17.5 % menganggap kebijakan responsive gender pada level tinggi dan
12,5 % sangat tinggi, meski begitu masih ada 12,5% yang menganggap kebijakan
kurang responsive gender.



3 Menurut ands bagaimana peran kelembagaan PUG datam mendorong kesetaraan
gender
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Pada aspek kelembagaan penilaian responden mayoritas pada level cukup dan
tinggi, namun masih ada 12 ,5% yang menilai kelembagaan masih kurang berperan
dalam mendorong kesetaraan gender. Pada aspek kapasitas SDM, mayoritas responden
menjawab cukup dan 22,5 % menilai tinggi namun masih ada 25% responden yang
menilai kapasitas SDM dalam melakukan analisa dan merumuskan rekomendasi
kebijakan yang repsonsif gender masih kurang.
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5. Menurut anda bagaimana ketersediaan dan updating data teipfiah gender di Kota
Samannda
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Pada aspek ketersediaan data pilah dan bagaimana fools (alat analisa )gender
diterap dalam menyusun kebijakan/program/kegiatan 25 % responden menilai masih
kurang dan mayoritas menilai ketersediaan data pilah dan pencrapan alat analisa
gender sudah cukup baik dan tinggi.

| 7 Menurut anda bagamana peran Serta stakeholder ¢alam mendorong seselaraan |
gender di Kgta Samarinda
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8, Menurut anda bagaimana tngkat partisipas: perampuan dalam oengamhilan
kebijakan publie (termasuk di pariemen

4 v

Pada aspek peran setral stakehoider masih ada 22,5% responden yang
menganggap masih kurang sehingga perlu untuk ditingkatkan, sementara pada aspek
partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan publik mayoritas (45%)
responden masih menganggap kurang, 22.5% responden menilai cukup dan 25%
menilai tinggi.

. Tanmtangan Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial

Meskipun hasil self assessment terkait 7 prasayarat PUG di kota Samarinda
memperhhatkan bahwa lebih dari 30% responden menyatakan adanya komitment
yang tinggi dan sangat tinggi dan Pimpinan dan staf, namun hasil self assessment juga
menemukan bahwa bahwa komitmen masih menjadi tantangan terbesar (65%), disusul
SDM sebesar 52,5% dan peran serta masyarakat sebesar 45%.

Usulan Upaya untuk mendorong pencapaian Kesetaraan Gender di Kota Samarinda

| 9. Apaksh tantangan terbesar dalam implementas| strategl PUG di Kota Samarinda , _ |

| pilih 3 yang paling utama dari 7 prasarat PUG

40 refnonies

Homitman 20 (85% |

Hasttj v 1
Heamsgasn PLUG (Pokjs - F
S0M 21 5 5%)

Dt targtiia, 27 5%)

Tt Al Anaisa

4 (1%

Pisian sertn manymakal 8 [(45%)

Self assessment juga menggali upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk
mendorong percepatan pencapaian kesetaraan gender termasuk Langkah-langkah



pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak. Masukan dan informan self

assessment terlihat dalam rangkuman berikut,

1. Langkah-langkah untuk mempercepat kesetaraan gender di kota samarinda antara

lain

a. Perlu dilakukan sosialisasi yvang intensif baik kepada aparat pemerintah

g

maupun masyarakat mengenai PUG

Keberpihakan anggaran dan kebijakan berperspektif gender.

Mempersiapkan SDM terlatih pada seluruh perangkat dactah (PD),
kecamatan dan Kelurahan yang mampu merumuskan analisa dan
rekomendasi serta mengimplementasikan kegiatan yang responsive gender
Memastikan renstra, renja hingga RKA PD memuat isu gender.

Perlunya komitmen dan pimpinan dan staf terhadap PUG,

Meningkatkan peran dan fungs: kelembagaan PUG seperti pokja dan focal
point

Koordinasi antar OPD dan stakeholder yang pro-aktif

2. Upaya untuk mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan
kebijakan publik antara lain

Dalam jangka pendek perubahan dalam mindser aktivis partai politik dan para
caleg serta ketersediaan SDM caleg perempuan yg berkualitas.

Jangka menengah dan panjang edukasi ke masyarakat tentang pentingnya
memilih calon caleg perempuan

Perlu kajian terkait mengapa peran perempuan rendah dalam berpolink untuk
bisa mengetahui poin penting dari akar permasalahannya terutama di
Samarinda atau Kalimantan Timur.

Membuka ruang dan kesempatan bagi perempuan terkait keikutsertaan dalam
pemilihan serta diberikan kuota dan masing-masing organisasinya

Membuat atau menguatkan forum perempuan, peningkatan wawasan dan
pemahaman tentang pentingnya peran perempuan untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kesetaraan gender dan mengurangi diskriminasi pada
perempuan

Mendorong regulasi yang lebih kuat agar keterwakilan perempuan dapat
terpenuhi

Ada SDM yang memadai dengan didukung pendidikan yang baik

. Implementasi prasyarat 30 persen di parlemen

Perempuan harus mampu membangun basis dukungan, tidak harus dari
kalangan perempuan tetapi mengedepankan kualitas kepemimpinan dan
merangkul semua anak bangsa

memotivasi perempuan agar lebih percaya din, peningkatan kapasitas



3. Upaya untuk mengurangi kasus kekerasan pada perempuan dan anak antara lain :

Edukasi, pelatihan, pembelajaran dan pengetahuan tentang bagaimana
menghindari kekerasan pada diri sendiri

Sosialisasi dan pendekatan kepada perempuan, anak, sekolah-sekolah di
semua tingkat terkait kekerasan,

. Promosi/sosialiasi mengenai harus kemana melapor jika mengalami

kekerasan

. Perlu adanya edukasi yvang masif untuk mengkonstruksikan kembali konsep

gender di masvarakat Samarinda khususnya. Hal ini dapat dilakukan dengan
menggandeng para tokoh masyarakat, tokoh agama/pesantren, pendidik,
sosiolog, budaya, dan lain sebagainya.

Pertu strategi dan peran OPD dalam melakukan kolaborasi dengan teknis di
masing-masing OPD.

Ben hukuman yang berat bagi pelaku kekerasan

Upaya preventif pendekatan lebih ke bagaimana mengembangkan resiliensi
atau pemulihan keluarga.

Pembinaan keluarga dan penguatan keagamaan

Menjamin seluruh program pembangunan memperhatikan kebutuhan
perempuan dan anak termasuk kebutuhan agar terlindungi hak dan
keamanannya

Memperkuat program perlindungan perempuan dengan anggaran, SDM, dan
sarana yang memadai

Meningkatkan kualitas perempuan dan keluarga

Motivasi untuk peningkatan iman dan tagwa, penguatan ekonomi rumah

tangga

m. Semua lapisan dilibatkan sesuai perannya termasuk dari forum anak, PATBM




BAB 111
RENCANA AKSI PUG

Perda PUG kota Samarinda perlu diturunkan dalam kebijakan teknis yang menjadi
panduan dalam implementasinya. Rencana Aksi Daerah PUG ini merupakan kebijakan
turunan yang diharapkan bisa mempercepat pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di kota
Samarinda. Secarn umum RANDA PUG Kota Samarinda adalah upaya untuk
mengintegrasikan gender dalam rancangan program/kegiatan OPD. Menjadi penting bagi
setiap perangkat daerah untuk memahami mengapa dan bagaimana integrasi gender dilakukan
dalam kebijakan/program/kegiatan.

A. PUG-PPRG

PUG adalah strategi yang diterapkan untuk memastikan
kebijakan/program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan mengarah pada tercapainya
kesetarnan PUG menjadi penting karena dengan PUG :

1) Pemenntah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam menghasilkan kebijakan-
kebijakan publik yang adil dan responsif gender bagi masyarakat baik laki-laki dan
perempuan.

2) Kebijakan, pelayanan, program dan perundang-undangan yang adil dan responsif
gender akan memberikan manfaat yang adil bagi laki-laki dan perempuan.

3) PUG merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas
kesempatan, pengakuan, dan penghargaan yang sama di masyarakat.

4) PUG meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat dan
meningkatkan dukungan masyarakat terutama perempuan dan kelompok rentan dan
terpimggirkan.|

5) Keberhasilan pelaksanaan PUG memperkuat kehidupan sosial budaya, politik dan
ekonomi suatu bangsa.

Implementasi PUG dilakukan dalam 4 strategi vaitu ; (1). Regulasi, (2).
Kelembagaan, (3). Pemberdayaan perempuan dan, (4), Perencanaan penganggaran yang
responsif gender (PPRG). PPRG merupakan serangkaian cara yang sistematis untuk
mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran.
Integrasi gender dalam perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan mengakomodir
pengalaman, aspirasi, kebutuhan, permasalahan dan potensi perempuan dan laki-laki.
PPRG dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan gender bagi laki-laki dan
perempuan dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM) pembangunan.
PPRG bukan proses yang terpisah dan perencanaan dan penganggaran yang ada, namun
lebih untuk meningkatkan kualitas perencaaan dan penganggaran. PPRG mewajibkan
penggunaan analisis gender dalam menyusun kebijakan/program/kegiatan. Sebuah
kegiatan yang telah disusun melalui analisa gender bisa disebut sebagai kegiatan yang
responsive gender. Alokasi anggaran bagi kegiatan ini disebut sebagai anggaran responsif



gender (ARG). PPRG memberikan kontribusi dengan memastikan anggaran kinerja
menjadi lebih adil dan setara sebagaimana dalam gambar 8.

Crambar [0
Kontribusi PUG dalam Anggaran Kinerja

Anggaran Kinerja dan Anggaran
Responsif Gender (2)

—

Anggaran Berbasis ——a
Kinerja Exenvrvy

\'.

* ARG menyumbang satu prinsip lagil, yanu kesetaraan atau equily.

* Kesetaraan bisa dimasukkan dalam perumusan indikator kinerja yang menjadi pllar dan anggaran
berbasis kKinerja

Berdasarkan peruntukannya, ARG bisa dikategorikan dalam 3 kelompok.

Ciambar |
Kategori Anggaran Responsif Gender

Kategori ARG g senssemerman

1. Anggaran Spesifik Gender - alokas|
anggaran yang diperuntukkan guna
memenuhi kehutuhan dasar khusus
pereEmpuan sau kebutuhan dasar khusus
laki-laki bardasarian hadil analisis gender. |

2. Anggaran Pelembagaan Kesetaraan
Gender/Afirmasi : alokasi anggaran untuk
penguatan pelembagaan PUG, baik dalam
hal pandataan maupun peningkatan
kapasitas SOM

3. Anggaran Kesetarman Gendeor :
penganusutamaan gender dalam anggaran

AP— di semua sektor, yang berdampak baik bagi

laki-laki maupun perempuan

Tabel berikut menjelaskan perbedaan tujuan, fungsi, sasaran dari kategori ARG



Tabel 3

Tujuan, Fungsi, dan Sasaran menurut kategorni ARG

Karakter/ | Anggaran Spesifik gender | Anggaran Afirmasl | Anggaran Kesetaraan
kategori gender Gender
ARG
Tujuan Memberikan Memberikan insentif | « Memastikan
perlindungan khusus bagi | bagi perempuan di semua manfaat
perempuan/kelompok ranah publick dan pembangunan di
rentan mendorong semua sektor
percepatan dapat diakses
implementasi PUG baik oleh laki-laki
maupun
perempuan

* Memperbaiki
kualitas layanan
publik yang lebih
adil bagi semua

Fungsi * Mengurangi o  Memperkuat * Mengurangi
kerentanan Indeks kesenjangan IPM
perempuan/kelompok pemberdayaan dan IPG
rentan Gender ( IDG) s Memenuhi SPM

* Mengurangi *  Memperkuat
kemiskinan prasyarat 7 PUG

Kempok Perempuan dan Perempuan pejabat, | Laki-laki dan

sasaran/ | kelompok rentan aparat pemerintah, perempuan

penerima | /marginal organisasi non

manfaat pemerintah,

organisasi
masyarakat,

Instrument (Seperangkat Alat) Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender

(PPRG)

Instrument dalam melaksanakan PPRG meliputi Gender analysis Pathway (GAP)
dan Gender Budget Statement (GBS) secara teknis GBS disusun mengacu kepada GAP
dan menjadi bagian dalam penyusunan kerangka acuan kegiatan (KAK) yang wajib

dilampirkan sebagai dokumen pendukung dalam RKA responsive gender.

1. Gender Analysis Pathway

Gender Analysis Pathway (GAP) merupakan satu dan banyak alat analisis

gender yang direkomendasikan oleh pemerintah pusat untuk memudahkan proses

menyusun kebijakan/program kegiatan yang responsif gender.




Crambar 12
Alur Kerja Gender Analysis Pathway
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T
EL LY ]
LA LA
TRSG | _

Lo ] Pl
L% ] L]

Pl T RPN
Pl FVEALLIAS

Crambar 13
Format Analysis Pathway
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Beberapa tips vang bisa diterapkan dalam menyusun GAP dan vang sebaiknya tidak
dilakukan dalam menyusun GAP antara lain terlihat dalam Gambar.




Crambar |4
Tips Menyusun GAP

o B
A

| DOS

2. Gender Hu}lgﬁ Statement

ANALISIS GAP

DON'TS

Format gender Budget Statement
PERNYATAAN ANGGARAN GENDER | GENDER BUDGET STATEMENT)
UNIT KERIA Diisi Nama OPD
TAHUN ANGGARAN Diisi tahun anggaran
_PROGRAM Diisi nama program sesuai dokumen Renja OPD
KEGIATAN Nama kegiaton sebogoi penjabaran dari
—— program, diisi nama kegiatan dalam | Renja OPD
INDIKATOR KEGIATAN Nama Indikator Kinerja Kegiatan
HASIL/OUTPUT/SUB Jenis output /sub output, volume dan satuan
OuTPUT B output/sub output kegiatan
TUIUAN Uraian tentang reformulasi tujuan adanya
output/sub-output kegiatan setelah dilakukan
‘analisa gender ( diambil dari GAP Langkah ke 6)
ANALISIS SITUASI 1. Data pembuka wawasan, data pilah gender
Analisis situasi (diambii dari GAP langkah 2)
diharapkan tersedia 2. Isu dan faktor kesenjangan gender
data kelompok sasaran a. Isu gender/faktor kesenjangan gender
baik laki-laki mapun (diambil dari GAP Langkah ke 3)
perempuan atau b. Sebab kesenjangan internal (diambil dari
dicantumkan gambaran GAP Langkah ke 4)
output kegiatan yang Sebab kesenjangan eksternal (diambil
dihasilkan mempunyai dari GAP Langkah 5)
pengaruh kepado
kelompak sasaran
tertentu)
RENCANA AKSI Komponen Input Diambil dari GAP
(dipilih hanya /Sub kegiatan 1 Langkah ke 7
komponen input/ sub Tujuan Diisi dengan informasi
kegiatan yang secaro yang mendukung
langsung mengubah pencapaian hasil
kondisi kearah kegiatan yang responsive
kesetaroan gender. | gender
Tidok semua komponen | Alokasi Anggaran i Rp xx
input dicantumkan) Komponen Input/ | Diambil dari GAP
Sub Kegiatan 2 Langkah ke 7
o Tujuan Diisi dengan informasi

L e e




yang mendukung
pencapaian hasil
kegiatan yang responsive
gender
Alokasi Anggaran Rp xx
Dst
Total Anggaran Diisi dengan total anggaran untuk mencapai
output Rp xx...
PENCAPAIN PROGRAM | Output dan dampak kegiatan yang

memperlihatkan perbaikan kesetaraan dan

keadilan gender (diambil dari GAP langkah 9)

Penanggung jawab kegiatan

Dalam Menyusun gender budget statement ada beberapa tips yang sebaiknya
dilakukan dan yang tidak dilakukan, sebagaimana dalam gambar berikut :

Crambar |5

Tips Menyusun Bender Budget Statement (GBS)
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3. Kerangka Acuan Kergiatan (KAK)
Program | Diisi nama program
Sasaran Diisi apa yang menjadi tujuan program
program
Kegiatan Diisi nama kegiatan
Latar Dasar hukum Dasar hukum yang relevan dengan
belakang program/kegiatan
Gambaran umum | Diisi gambaran situasi yang relevan
dengan kegiatan ( diambil dari GAP
langkah ke 2-5/GBS kolom Analisis
situasi)
Kegiatan Uraian kegiatan Diisi rencana aksi kegiatan (GAP langkah
ke 7/GBS kolom rencana aksi
Indicator kinerja Mengacu kepada indicator kinerja pada
renja dan indicator responsive gender
pada GAP langkah 9/GBS kolom
Pencapaian Kinerja
Maksud dan tujuan Diisi tujuan yang ingin dicapai dalam




kegiatan ( mengacu pada GAP kolom 6)
Cara pelaksanaan kegiatan Dalam kolom ini detail pelaksaan
kegiatan harus lebih jelas seperti waktu,
metodologi, narasumber dan
sebagainya
Tempat pelaksanaan kegiatan Diisi tempat pelaksanaan lregfntnn_ _
Pelaksana dan penanggungjawab | Diisi pihok peloksana dan
kegiatan penanggungjawab kegiatan
ladwal Diisi Waktu pelaksanaan kegiatan
Biaya Kebutuhan dan rincian Ex‘&ya
pelaksanaan kegiatan

C. Integrasi Gender dalam Dokumen Perencanaan-Penganggaran

Integrasi gender dalam dokumen perencanaan penganggaran bisa dilakukan antara lain
dengan :

1. Memastikan regulasi terkait gender menjadi landasan hukum dalam dokumen
perencanaan daerah mulai dari RPJPD, RPJIMD,RKPD, Renstra dan Renja OPD dan
dokumen anggaran seperti KUA-PPAS

2. Memastikan data terpilah dan indikator gender tertuang dalam dokumen perencanaan
daerah mulai dani dokumen RPJPD, RPJMD,RKPD, Renstra, Renja OPD

3. Analisis gender sebagai salah satu alat analisa dalam dalam menemukenali isu
strategis daerah/sektoral.

4. Kebijakan, program dan kegiatan dirancang untuk menjawab isu strategis gender
daerah/sektoral, baik melalui program yang bersifat mainstream, afirmatif dan
peningkatan kapasitas maupun spesifik gender

5. Kebijakan/program dan kegiatan untuk mengurangi kesenjangan gender merupakan
kerja kolaboratif antar OPD maupun antar bidang/sektor

6. Memastikan indikator gender sebagai indikator kinerja

7. Memastikan sasaran program/kegiatan secara spesifik mencakup kelompok rentan
dan disajikan dalam data pilah

8. Melampirkan dokumen GAP-GBS-KAK sebagai dokumen yang tidak terpisahkan
dari dokumen RKA dan DPA kegiatan yang responsive gender

9. Menggunakan [PG-IDG dalam evaluasi tahunan RKPD, serta IPG-IDG dan
progress isu gender sektoral dalam evaluasi kinerja tahunan Renja OPD

. Matriks Roadmap Rencana Aksi Daerah PUG Kota Samannda

RANDA PUG ini disusun mengacu pada dokumen RPJMD dan renstra OPD
sehingga merupakan dokumen komplementer dari dokumen perencanaan vang telah ada.
Rencana Aksi PUG ini secara umum adalah mengintegrasikan gender dalam kebijakan,
program dan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen Renstra OPD. Rumusan

rekomendasi pada program ataupun kegiatan diharapkan membuat program dan kegiatan
yang telah dirancang menjadi lebih responsive gender.




RANDA PUG ini disusun mengacu pada 7 pra-syarst PUG  dan
menyandingkannya dengan RPIMD, Renstra OPD. Dari telaah RPJMD dan Renstra OPD
tahun 2021-2026 disusun roadmap RANDA PUG untuk tahun 2022-2026. Roadmap imi
disusun berbasis program OPD. Setiap OPD berkewajiban menjadikan program yang
tertuang dalam roadmap RANDA PUG menjadi responsive gender dengan melampirkan
dokumen analisa gender. Kecamatan sebagai OPD bisa memilih program yvang menjadi
prioritas sebagai basis menentukan kegiatan yang akan ditetapkan sebagai kegiatan yang
responsive gender. Dani temuan isu gender dan dengan menyandingkan dengan dokumen
RPIMD, Renstra OPD, disusunlah roadmap RANDA PUG sebagaimana dalam matriks
berikut :
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BAB IV
PENUTUP

Dengan adanya RANDA PUG di kota Samarinda ini maka setiap program
dan kegiatan yang dilakukan oleh stakeholder dilaksanakan secara lebih
terfokus, efekuf, sistematik, terukur dan berkelanjutan. Namun demikian
perlu disadari bahwa upaya integrasi gender dalam segala aspek
pembangunan tidaklah terlepas dari tantangan sebagaimana disebutkan
dalam bab sebelumnya antara lain komitmen, efektifitas kelembagaan
pengarusutamaan gender, pemahaman dan kompetensi para pengambil
kebijakan dan pelaku pembangunan dalampengintegrasian gender, baik
dalam perencanaan dan penganggaran maupun implementasi kegiatan
vang responsif gender. Oleh sebab itu dukungan dari seluruh pemangku
kepentingan dan pengambil kebijakan menjadi mutlak dibutuhkan agar
RANDA PUG ini dapat dilaksanakan secara maksimal.

Agar terlaksana RANDA PUG ini maka perlu kaidah umum pelaksaaan
RANDA PUG sebagai berikut :

a Pemerintah kota Samarinda (seluruh perangkat daerah), Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dunia Usaha dan seluruh komponen
masyarakat kota Samarinda wajib mendukung pelaksanaan RANDA
PUG ini dengan memperhatikan dan melaksanakan berbagai
program dan kegiatan yang tercantum dalam RANDA PUG wajib
dilakukan oleh tim driver PUG kota Samarinda untuk

memaksimalkan efektifitas.

b. RANDA PUG kota Samarinda ini memiliki jangka waktu lima tahun
sejak tahun 2022 hingga tahun 2026. RANDA PUG ini bisa direview
dan direvisi sesuai dengan tingkat kemajuan penyelenggaraan
pengarusutamaan gender di kota Samarinda. Dalam rangka
mempertahankan keberlanjutan penyelenggaraan pengarusutamaan
gender, maka pada periode berikutnya perlu disusun kembali
RANDA PUG. Selain itu jika terjadi perubahan peraturan
perundang-undangan ataupun perubahan kebijakan nasional yang
terkait dengan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah maka

perlu dilakukan penyesuaian terhadap RANDA ini,




Dokumen Rencana Aksi Daerah PUG di Kota Samarinda ini,
diharapkan dapat menjadi panduan bagi semua siakeholder baik
pemerintah maupun non pemerintah dalam pengimplementasian

pengarusutamaan gender untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan

gender di kota Samarinda.
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